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ABSTRAK : - Bahwa untuk kepastian hukum dan fleksibilitas penunjukan pejabat selaku kuasa
pengguna anggaran dalam penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana
iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
10/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No. 218) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permenkeu RI 160/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 355),
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2022 dan diundangkan
pada tanggal 15 Februari 2022.



